BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1.

Implementasi  standar keamanan, keselamatan, Kesehatan, dan
keberlanjutan di dalam penyelenggaraan jasa konstruksi oleh PT. Wasiat
Sarwo Trengginas belum sepenuhnya dilaksanakan, diantaranya:

a. Belum menggunakan bahan-bahan bangunan yang berkualitas
tinggi/unggul, serta berdasarkan keandalan bangunan sesuai standar
perancangan dan kekokohan bangunan;

b. Pemberian program jaminan sosial tenaga kerja oleh PT. Wasiat Sarwo
Trengginas belum mencakup semuanya yakni hanya mengikutkan
pekerjanya pada jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian saja,
sedangkan jaminan hari tua tidak diberikan, sedangkan masa proyek
lebih dari tiga(3) bulan;

c. PT. Wasiat Sarwo Trengginas sebagai penyedia jasa  belum
sepenuhnya melakukan sosialisasi, promosi, dan edukasi kepada
pengguna untuk mendukung pemanfaatan infrastruktur berkelanjutan.

Sejauh ini PT. Wasiat Sarwo Trengginas belum pernah mengalami

kegagalan bangunan. Meskipun demikian, jika terjadi kegagalan

bangunan, PT. Wasiat Sarwo Trengginas akan bertanggung jawab sesuai
dengan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan berdasarkan penilaian

yang ditetapkan oleh penilai ahli. Bentuk pertanggungjawaban yang
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dilakukan oleh apabila terjadi kegagalan bangunan yakni dengan segera
diperbaiki.
B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan di atas yaitu:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta wakilnya di
daerah yakni Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagai pengawas
penyelenggaraan jasa konstruksi, harus lebih ketat dalam melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan standar keamanan, keselamatan,
Kesehatan, dan keberlanjutan sehingga pelaksanaan usaha jasa konstruksi
dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan terhindar dari kegagalan bangunan;

2. Penyedia jasa wajib menggunakan bahan-bahan bangunan yang
berkualitas tinggi/unggul dan menggunakan takaran material berdasarkan
keandalan bangunan sesuai standar perancangan untuk membuat
baangunaan aman dan kokoh;

3. Penyedia jasa diharapkan memberikan program jaminan sosial tenaga
kerja dengan menambahkan jaminan hari tua disamping jaminan
keselamatan Kkerja dan jaminan kematian apabila mempekerjakan
pekerjanya tiga(3) bulan atau lebih secara berturut-turut, sebagai bentuk
perlindungan dari pekerja tersebut Ketika memasuki masa pensiun,
mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia;

4. Penyedia jasa wajib melakukan sosialisasi, promosi, dan edukasi kepada

pengguna untuk mendukung pemanfaatan infrastruktur berkelanjutan.
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